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YANG PERTAMA: Bupati Donggala Habir Ponulele (kanan) bersama Kepala BPK Perwakilan Sulteng Sumardi melakukan

penandatanganan keputusan bersama tentang Juknis e-audit, Selasa kemarin (25/9).

Untuk Wilayah
Provinsi Sulteng

PALU - Pemkab Donggala
mendapat kesempatan pertama

melakukan penandatanganan
keputusan bersama dengan BPK RI
perwakilan Sulteng, tentang Juknis
Pengembang dan Pengelolaan
Sistem Informasi untuk Akses Data
dalam rangka Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, berbasis
elektronik atau e-audit. Kegiatan
itu dipusatkan di ruang pertemuan

@ Baca DONGGALA Hal 14
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B Donggala ...
Sambungan dari hal...16

kantor perwakilan BPK Sulteng,
Selasa (25/9) kemarin.

Kepala BPK Perwakilan
Sulteng Sumardi, menyam-
paikan perkembangan pe-
meriksaan berbasis elektronik
atau e-audit, telah menjajaki
kerjasama dengan pemerintah
daerah. Untuk langkah awal
dilakukan bersama dengan
Pemkab Donggala dan Pemkot
Palu. Saat bersamaan juga
dilakukan penandatanganan
keputusan bersama antara
Pemkot Palu dan BPK RI
Perwakilan Sulteng. Untuk dua
pemda ini dilakukan langsung
oleh Bupati Donggala Habir
Ponulele dan Walikota Palu
Rusdy Mastura dengan Kepala
BPK perwakilan Sulteng
Sumardi.

Sumardi mengapresiasi atas
percepatan implementasi e-audit
kepada Pemerintah Kabupaten
Donggala dan Kota Palu, sebagai

piloting implementasi e-audit

untuk wilayah Provinsi Sulawesi
Tengah. “Hasil piloting ini akan
digunakan sebagai obyek
Benchmarking untuk seluruh
entitas pemeriksaan di Provinsi
Sulawesi Tengah,” kata Sumardi.
~ Kata dia, salah satu kunci

keberhasilan  tercapainya
kesepakatan penandatanganan
keputusan bersama tentang

petunjuk teknis pengembangan
dan pengelolaan sistem informasi
untuk akses data adalah adanya
komitmen serta keinginan kuat
dari semua pihak untuk
mewujudkan tata pemerintahan
dan pengelolaan keuangan
Negara yang baik. Serta dari hasil
IT Assesment yang dilakukan
Tim Teknologi Informasi BPK
menunjukan bahwa pemerintah
daerah di seluruh Provinsi
Sulteng, terutama Pemkab
Donggala dan Pemkot Palu telah
mampu  mengembangkan
teknologi informasi dalam
mendukung tugas dan fungsi
pemerintahan di daerah.

Diharapkan e-audit ini lanjut
Sumardi, dapat secara intensif
mengadakan pengiriman data
lewat saluran komunikasi data
dan penggunaannya sesuai
dengan kebutuhan pemeriksaan
olechBPKRI.
" Proses ini secara terstruktur
akan membentuk Pusat data
pengelolaan Keuangan Negara di
BPK RI. Data yang berasal dari
entitas. kemudian secara
terstruktur diformulasikan,
sehingga dapat dibandingkan dan
disandingkan dengan data dan
entitas lainnya yang mempunyai
keterkaitan.

“Melalui konsep keterkaitan

ini, maka pemeriksa di BPK.

dapat memeriksa seketika atas
suatu transaksi di satu entitas
terhadap transaksi lainnya yang

memiliki keterkaitan, konsep ini
disebut dengan link and match,”
tandasnya.

Bupati Donggala Habir
Ponulele menyampaikan bahwa
penandatanganan Keputusan
Bersama itu merupakan tindak
lanjut dari Nota Kesepahaman
antara BPK dan Pemerintah
Daerah tentang pengembangan
dan pengelolaan Sistem Informasi
untuk Akses Data Pemerintah
Daerah  dalam  Rangka
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan
Negara.

Pada prinsipnya, kata Habir,
Pemkab Donggala telah siap
memberikan dukungan terhadap
e-audit meski data yang wajib
disajikan belum seluruhnya
terfasilitasi.

“Kedepan secara bertahap
akan terus mengupayakan
menjadi satu kesatuan dalam
sistem  informasi  yang
terintegrasi,” tandasnya.

Kata orang nomor satu di
Donggala ini, dengan sistem e-
audit, maka dipastikan akan
memberi motivasi bagi aparatur
daerah, khususnya yang terkait
dengan pengelolaan keuangan,
sehingga lebih maksimal lagi
dalam bekerja. “Melalui program
ini, pengelalolaan keuangan juga
harus akuntabel dan transparan,”
jelasnya.

Habir mengaku, faktor
pendukung seperti sumber daya

aparatur juga akan terus digenjot
guna mendukung pengelolaan
keuangan berbasis e-audit
tersebut berjalan lancar. Untuk
itu, Habir berharap agar
penandatanganan keputusan
bersama itu dapat membawa
pengaruh  positif dalam
pengelolaan keuangan * di
Kabupaten Donggala.

Sementara Walikota Palu
Rusdy Mastura mengatakan,
dengan program e-audit, maka
seluruh daerah di Sulteng harus
saling berlomba untuk me-
lakukan perbaikan pengelolaan
keuangan guna memperoleh
predikat terbaik dari BPK RI
pada saat pemeriksaan setiap
tahun. “Kami di Kota Palu harus
melakukan yang lebih baik lagi,
agar memperoleh predikat
terbaik dari BPK RI,” tandasnya.

Penandatangan tersebut, turut
disaksikan oleh Sekkab
Donggala Kasmuddin, Sekot
Palu Aminuddin Atjo, Kepala
DPPKAD Donggala Hasan
Basri, Kepala DPPKAD Palu
Suhirman, dan disaksikan
langsung  oleh  Kepala
Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Provinsi Sulteng Yus
Muharam, dan Mantan Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi
Sulteng Sihar Panjaitan, serta
Inspektur dan para pejabat
stuktural dari Donggala dan
Palu.(fer)










